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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh Manajemen Perkantoran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur. Analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel efektivitas, menggunakan instrument analisis koefisiensi korelasi product moment, perhitungan analisa menggunakan program SPSS 17,0 for windows. 

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for windows versi. 17, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar rhit = 0,612, ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 50 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,279. atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,612 > rtab = 0,279. hal ini bermakna bahwa terdapat ada hubungan yang positif antara variabel  manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas kerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur,
Keeratan hubungan atau pengaruh variabel menajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan tersebut di atas juga didukung oleh perhitungan bahwa hasil uji-t adalah sebesar 4,623.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 4,623, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 4,623 > ttab = 1,676 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 48 (50 – 2 = 48). hal ini berarti bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi diperoleh  R Square atau r2, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran  terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 35%, dan sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Aspek lain yang cukup menentukan efektivitas pelayanan antar lain berkaitan dengan aspek regulasi pelayanan, fasilitas pendukung dan teknologi, skill atau kemampuan sumberdaya aparatur dan aspek internal maupun eksternal lainnya.
Kata kunci : management, efevtivitas
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I. Pendahuluan
Tuntutan globalisasi di era revolusi teknologi informasi yaitu era digital dan online tidak bisa dihindari dan berdampak terhadap pelayanan yang serba cepat, akurat dan efesien baik lembaga birokrasi pemerintah mapun sektor swasta mau tidak mau harus berhadapan dan beradaftasi dengan perubahan tersebut yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu lembaga pemerintah mau tidak mau juga harus mereformasi dan transformasi khususnya bidang pelayanan publik, baik dari aspek kualitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana, lingkungan kerja dan aspek menajemen dalam arti yang luas, tujuan reformasi birokrasi tersebut antara lain lembaga pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

Masyarakat berhak menuntut kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pelayanan ini adalah merupakan misi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian  sutau organisasi atau birokrasi pemerintah dikatakan efektif apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan. Perencanaan disusun dalam jangka panjang, menengah dan pendek sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sebagai arah dan landasan operasi organisasi. Sedangkan fungsi pengorganisasian dijalankan dalam rangka menyatukan semua sumberdaya yang tersedia (bahan baku, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan sumberdaya fisik) agar dalam penggunaanya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan pelaksanaan berprinsip pada kerja tim yang terpadu dan saling menudukung dalam rangka pencapaian target pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan pengawasan dilakukan sebagai upaya evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dari tahapan perencanaan yang dibangun, kendala apa yang dihadapi serta strategi apa yang dibutuhkan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi (Sedarmayanti, 2010 : 27).
Permasalahan dari sisi yang lain dilihat dari perspektif akuntabilitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.  Pelayanan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efesien. Hal ini masih banyak ditemukan adanya kasus korupsi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa dan belum sepenuhnya pengadaan tersebut dilaksanakan secara elektronik.

Demikian juga dilihat dari aspek kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) dipandang belum berjalan secara efektif dan efesien, hal ini disebabkan oleh struktur organisasi yng terlalu gemuk dan memiliki banyak jenjang atau hirarki birokrasi, sehingga timbul proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dalam mengambil keputusan, sehingga akhirnya menciptakan budaya feudal pada aparatur sipil Negara.
Sesuai  dengan substansi penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan pelayanan publik, yaitu penerapan system manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hokum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga professional para aparatur pelayanan. Pelyanan public masih belum memiliki kualitas yang diharapkan terutama terutama pelayana perizinan masih belum berjalan efektif dan efesien. Hal ini disebabkan oleh proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat perizinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Permasalahan yang paling krusial yaitu praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi, hal ini disebabkan oleh kejelasan dan kepastian biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, oleh karena itu masih banyak biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan jasa pelayanan.

II. Kerangka Dasar Teori 


Dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori manajemen, oleh Terry di kenal POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) atau istilah lain disebut dengan prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemen klassik, berkaitan dengan manajemen yaitu kegiatan mengimplementasikan beberapa fungsi manajemen menurut Henri Fayol (dalam, T. H. Handoko, 21 : 2016)  berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah,  dan pengawasan adalah fungsi-tungsi utama yang dilaksanakan oleh manajer atau pimpinan.

Beberapa aspek yang terkait dengan proses manajemen  tersebut di atas adalah planning, coordinating, communicating, controlling,  evaluating, deciding dan influencing. Sedangkan menurut  Mardiasmo (2002 : 32) pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu : perencanaan, pengawasan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, memotivasi, dan penilaian kinerja. Pengendalian manajemen juga memperhatikan pengaruh akuntansi dan sistem pelaporan terhadap perilaku setiap orang dalam organisasi (Anthony & Young, 2003).



Pendekatan teori dalam penelitian ini berkaitan dengan manajemen perkantoran adalah implementasi prinsip-prinsip manajemen yaitu kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, peralatan, metode kerja  dan aspek lainnya dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan serta mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas pelayanan publik.



Manajemen perkantoran yang baik dan refresentatif akan berdampak positif terhadap kinerja dan sinergitas pegawai tidak berproses secara alamiah, namun harus diarahkan menjadi perilaku organisasi yang positif (perilaku yang berorientasi terhadap tugas atau pekerjaan), untuk menciptakan perilaku organisasi tersebut salah satunya adalah peranan pimpinan untuk menilai, mengoreksi, mengarahkan, membina jika terjadi penyimpangan atau deviasi dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Winardi, 2002 : 13).

1. Manajemen Perkantoran 

Manajemen perkantoran adalah salah satu pengembangan dari disiplin ilmu manajemen. Manajemen Perkantoran dapat dinyatakan sebagai “kekuatan yang tidak berwujud, yang merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar-pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa, hingga di capai sasaran perusahaan”. (Dewi, 2010: 1).
Salah satu fungsi dari manajemen perkantoran dalam organisasi adalah pengeturan  lingkungan kerja. Setiap organisasi selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, karena akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya selalu memperhatiakan faktor- faktor yang ada dalam organisasi, juga harus memperhatikkan faktor-faktor yang ada diluar organisasi atau lingkungan sekitarnya. Peralatan yang di pasang dan di pergunakan di dalam kantor tersebut tidak akan banyak berarti, apabila para pegawai tdak dapat bekerja dengan baik disebabkan karena faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan.
2. Kegiatan Manajemen Perkantoran 

Kegiatan manajemen perkantoran sebagai seni yaitu mengatur kegiatan-kegiatan kantor, sedangkan sebagai proses adalah bagaimana dapat melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan kantor dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dengan demikian megiatan manajemen perkantoran dalam proses adalah cara sistematis untuk melakukan rangkaian  pekerjaan, yaitu : (1) tata penyelenggaraan; (2) pelaksanaan secara efesien; (3) pengendalian, pengawasan dan pengarahan, dan  (4) perencanaan,  pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan.
Kegiatan manajemen perkantoran di atas, berkaitan dengan pelaksanaan teknis dan operasional dilaksanakan oleh bagian  tatausaha . Konsepsi tata usaha sebagai pekerjaan perkantoran yang intinya adalah tugas pelayanan merupakan rangkaian yang terdiri dari 6 (enam) aktivitas yaitu:
a) menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan yang mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan.
b) mencatat, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan berbagai peralatan tulis yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang mudah dibaca, dikirim dan disimpan, termasuk dengan alat rekam suara atau film di era modern.
c) mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud agar mudah untuk digunakan.
d) mengganda, yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
e) mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
f) menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai  cara dan alat ditempat tertentu yang aman.
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Perkantoran Modern
Kegiatan manajemen perkantoran yang baik dan ideal dalam pelaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perubahan strategis, haruslah dapat memenuhi indikator, kaidah-kaidah prinsip-prinsip manajemen perkantoran untuk semua tingkatan pekerjaan,  perlu dipehatikan dan seoptimal mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsi manajemen perkantoran, antara lain: 
a) Perencanaan. untuk merencanakan secara benar yaitu :
· Pekerjaan apa yang harus dikerjakan;
· Bagaimana pekerjaan dikerjakan;
· Kapan pekerjaan dikerjakan;
· Dimana pekerjaan dikerjakan;
· Seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.

b). Jadwal Pekerjaan harus dijadwal secara benar, yaitu :
· Tentukan;
· Selaraskan dengan jadwaljadwal lain;
· Laksanakan, walaupun sulit;
· Mungkinkah diselesaikan;
· Pelihara secara baku.

c). Pelaksanaan. Pekerjaan harus dilaksanakan
· Secara terampil;
· Secara teliti;
· Secara cepat;
· Tanpa upaya yang tidak perlu;
· Tanpa ada keterlambatan yang tidak perlu.

d).Ukuran. Pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur
· Sesuai dengan potensi Anda;
· Berdasarkan pada catatancatatan yang lalu, oleh organisasi lain;
· Berdasarkan kuantitas;
· Berdasarkan kualitas.
a) Imbalan. Jika pekerjaan diselesaikan secara efektif,  seharusnya diberi imbalan
· Kondisi kerja yang baik;
· Kesehatan;
· Kebahagiaan;
· Pengembangan diri;
· Uang.
Selanjutnya menurut Budiyanto (2005 : 36), dalam suatu kantor manajemen membuat table perincian dengan berbagai kegiatan penting dari sertiap fungsi pokok manajemen dalam perkantoran yang  merupakan pekerjaan manajer seperti berikut:
a) Perencanaan (pleaning)
· Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai
· Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan dating
· Memperkirakan kondisi  – kondisi pekerjaan yang dilakukan
· Memilih tugas yang sesuai untuk pencapain tujuan
· Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas agar dipeoleh sesuatu yang baru dan lebih baik
· Membuat kebijaksanaan, prosedur, standard dan metode – metode untuk pelaksanaan kerja
· Memikirkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi
· Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan
b). Pengorganisasian (organizing)
· Membagi pekerjaan kedalam tugas – tugas operasional
· Mengelompokan tugas – tugas kedalam posisi – posisi secara operasioanal
· Menggabungkan jabatan – jabatan  operasional kedalam unit – unit yang saling berkaitan
· Memilih dan menetapkan orang untuk pekerjaan yang sesuai
· Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan
· Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota
· Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai
· Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan
c). Penggerakan (Actuating)
· Melakukan kegiatan partisivasi dengan senang hati terhadap semua keputusan, tindakan atau perbuatan
· Mengarahkan dan menantang orang lain agar bekerja sebaik – baiknya
· Memotivasi anggota
· Berkomunikasi secara efektif
· Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh
· Memberikan imbalan penghargaan terhadap pekerja  yang melakukan pekerjaan dengan baik
· Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya
d). Pengendalian (controllig)
· Berupaya memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk pengawasan
· Membandingkan hasil – hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan
· Menilai hasil pekerjaan dengan standard hasil kerja
· Membuat media pelaksanaan secara tepat
· Memberitahukan media pengukur pekerjaan
· Memindahkan data  secara terperinci agar dapat terlihat perbandingan dan penyimpangan – penyimpangannya
· Membuat saran tindakan – tindakan perbaikan jika dirasa oleh anggota
· Memberitahu anggota – anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan
· Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
4. Efektivitas

Dalam konteks pendekatan system, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran  suatu  pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2012 : 29).
The Liang Gie (2005:34) berpendapat: Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.
Sondang P. Siagian (1992: 151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. 
5. Ukuran Efektivitas Pelayanan 

Efektifitas pelayanan harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektivitas adanya keaadan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.
Keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari : pencapaian tujuan, Integrasi dan a.daptasi 

6. Efektivitas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur merespon positif dan menganggap suatu tantangan yang harus ditangani secara serius pada pasca Otonomi Daerah dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik pada masyarakat dengan mengedepankan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan serta kepastiaan berusaha sesuai semangat otonomi melalui system pelayanan satu pintu (one stop service )dengan harapan mampu dan memiliki keunggulan yang kompetitif atau kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan.
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (BPTSP dan PMD). BPTSPPMD Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah yang mempunyai fungsi :

· Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

· Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.

· Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
· Penyusunan program pembangunan tersebut diselaraskan pula dengan

prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih

mengarahkan program SKPD.
Dengan ditetapkannya Undang –undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyeleggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan merupakan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan perijinan.

Fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses dan mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Dengan ditetapkannya Undang –undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyeleggaraan  elayanan Terpadu Satu Pintu dan merupakan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip  pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan  perijinan. Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  bertujuan, antara lain : 
a) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;

b) Memperpendek proses pelayanan;

c) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,transparan, pasti, dan terjangkau; dan

d) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Sesuai dengan prinsip-prinsip dan parameter pelayanan publik, maka Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  dilaksanakan dengan prinsip yaitu: (a). Keterpaduan; (b). Ekonomis; (c). Koordinasi; (d). Pendelegasian atau pelimpahan wewenang; (e). Akuntabilitas; dan (f). Aksesibilitas. (Monografi  BPTSP Pemkab Kutim, 2017).

7. Definisi Konsepsional

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan beberapa teori yang telah dikemukakan  maka penulis memberikan batasan konsep dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Manajemen Perkantoran adalah  suatu pengelolaan, penataan dalam pekerjaan pelayanan meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, prosedur dan pengawasan berdasarkan pedoman pelaksanaan dan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat.
b. Efektivitas Pelayanan adalah suatu ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pekerjaan bidang pelayanan publik, dukungan terhadap kemampuan pegawai menyelesaikan tugas pelayanan, sarana prasarana, pengawasan internal serta umpan balik kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap produk pelayanan. 
III. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 

2. Populasi dan Sampel

Sesuai dengan gambaran  lokasi penelitian dan karaktersitik responden penelitian, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh  pegawai yang ada pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 50 (lima puluh) orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil  dengan pertimbangan pegawai tersebut menduduki jabatan struktural pada dinas tersebut, dianggap memahami perbaikan dengan kebijakan dan permasalahan dengan manajemen perkantoran serta beberapa orang pegawai yang bertugas khusus pada bidang pelayanan perizinan merupakan tugas pokok pada kantor tersebut. Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi dijadikan responden dengan metode sensus.
3.Teknik Pengumpulan data 

Suatu penelitian sudah tentu harus didukung oleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, dimana objek penelitian itu berada. Untuk penelitian di lapangan ini, penulis melakukan dengan mengunakan beberapa metode yaitu: observasi, interview dan membagikan kuesioner kepada responden.
4. Definisi Operasional



Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menetapkan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel independen dan dependen sebagai berikut  :

1. Manajemen Perkantoran sebagai independen variabel, indikatornya:

a) Perencanaan

b) Pengorganisasian
c) Pengawasan dan Evaluasi

2. Efektivitas Pelayanan sebagai dependen variabel indikatornya terdiri atas :

a) Pencapaian tujuan dan sasaran

b) Pemanfaatan waktu menyelesaikan pekerjaan

c) Kemampuan pegawai melaksanakan tugas.
3.5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data variabel menajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan, yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Product Moment ( Pearson ) Sedangkan untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t, dimana rs empiris yang dihasilkan diuji kembali dengan uji t tersebut. 

4. Hasil Penelitian :

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor satu  tentang implementasi pelayanan yang diberikan selama ini sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, sebanyak 8 orang responden atau sebesar 16,0% yang menjawab cukup  sesuai, sebanyak 17 orang responden atau sebesar 34,0% menjawab sesuai dengan rencana dan sebanyak 25 orang responden atau sebesar  50,0% menjawab sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan terpadu  satu pintu  yang telah diberikan pegawai selama ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini juga didukung oleh jawaban responden yang berstatus pegawai negeri sipil seperti terlihat dalam struktur organisasi sebagian besar pegawai tersebut terlibat dalam proses pembuatan rencana kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Tahapan perencanaan kerja dibuat sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP), hal ini penting untuk kemudahan pada tahap pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada bidang pelayanan, agar pekerjaan yang akan dilaksanakan sistematis, terukur dan mudah dipantau, selain itu juga dengan adanya perencanaan memudahkan pengendalian serta mengukur antara harapan dengan kenyataan pada saat tahapan pelaksanaan pekerjaan khususnya pada bidang pelayanan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana kerja  pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur. antara lain : (1) perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan kongkret; (2) perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang ; (3) perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha ; (4) merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tiga Tabel tentang pengorganisasian kerja bidang pelayanan seperti  pembagian bidang tugas, pekerjaan, tupoksi dan dukungan fasilitas kerja  telah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, bahwa sebanyak  8 orang responden atau 16,0% menjawab jawaban cukup mendukung, sebanyak 19 orang responden atau sebesar 39,0% menjawab mendukung, dan sebanyak 23 orang responden atau sebesar 46,3% menjawab sangat mendukung.  Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian kerja pegawai yang telah berjalan selama ini berjalan cukup baik, hal ini juga didukung oleh jawaban responden  menyatakan bahwa peranan pengorganisasian kerja mampu menjalankan fungsi koordinasi untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan hubungan yang saling mendukung dan tergantung antar bidang kerja dalam rangka mencapai tujuan tujuan pelayanan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Fungsi pengorganisasian cukup baik hal ini ditandai dengan pembagian tugas dan wewenang/ jabatan seperti terlihat dalam struktur organisasi. Pengorganisasian kerja meliputi semua tingkatan, seperti  Kepala Dinas, Sekretaris, unsur  kepala bagian maupun unsur sub bagian  dan unsur terkait lainnya. Dengan pengorganisasian kerja yang baik maka akan memudahkan komunikasi dan koordinasi pekerjaan antar bidang dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan jawaban responden tehadap pertanyaan nomor 5, tentang apakah pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan mendukung efektivitas kerja pegawai pada bidang pelayanan, sebanyak 13 orang responden atau sebesar  26,0% menjawab sangat mendukung, sebanyak 10 orang responden atau sebesar 20,0% menjawab mendukung, sebanyak 21 orang responden atau sebesar 42,0% menjawab cukup mendukung dan sebanyak 6 orang responden atau sebesar 12,0% memberikan jawaban pengawasan  kurang mendukung terhadap efektivitas kerja pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa jawaban pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan mendukung terhadap efektivitas pelayanan pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
Berkaitan dengan pengawasan menurut pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian  unsur penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan fungsi pengawasan dan evaluasi yang akan datang antara lain  (1). unsur proses,  yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang diharapkan; (2).unsur adanya objek pengawasan yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran; (3). ukuran atau standarisasi dari pengawasan; (4).teknik-teknik pengawasan.
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 6 tentang tentang  apakah pelayanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa sebanyak 10 orang responden atau sebesar 20,0% menjawab cukup sesuai, sebanyak 14 orang responden atau sebesar 28,,0% menjawab sesuai dan sebanyak 26 responden atau sebesar 52,0% menjawab sangat sesuai. Hal ini menunjukkan  bahwa pelayanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Data tersebut di atas juga di dukung oleh hasil survey tahun 2014 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target kepuasan 3 dari skala 4. BPTSPPMD telah menyelenggarakan survey indeks kepauasan masyarakat secara periodic setiap 6 bulan tahun 2014. Survey dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan BPTSPPMD, yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan  dengan membagikan kuesioner yang meliputi 14 unsur pelayanan. Berdasarkan hasil survey untuk tahun 2014 diperoleh indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan jumlah responden  sebanyak 150 orang, hasil skor IKM sebesar 84,21 hasil survey tersebut termasuk katagori mutu pelayanan ukuran sangat baik.

Data hasil survey IKM tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan selama ini telah sesuai dengn tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini disukung oleh data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun  2014 BPTSPPMD Kabupaten Kutai Timur, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program kerja telah sesuai dengan rencana kerja tahunan 2014. 

Presentasi pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sebagian besar telah memenuhi target. Pada tahun 2014 menetapkan 10 program dan sebanyak 33 kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan investasi daerah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 7, tentang tentang apakah para pegawai mampu menerapkan pengetahuan manajemen perkantoran dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, sebanyak 8 orang responden atau atau sebesar 16,0% menjawab jawaban cukup mampu, sebanyak 19 orang responden atau sebesar 46,0,0% menjawab jawaban mampu dan 23 orang responden atau sebesar 60,0% memberikan jawaban sangat mampu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai mampu menerapkan pengetahuan manajemen perkantoran dalam tugas atau pekerjaan pelayanan kepada masyarakat.
Pengetahuan manajemen perkantoran oleh para  pegawai tersebut juga di dukung oleh pendidikan responden yang rata rata berpendidikan sarjana, dan hanya beberapa orang pegawai yang berpendidikan sekolah menengah atas, selain itu juga dukungan program training atau pendidikan dan pelatihan yang sebagian besar di ikuti oleh para pegawai tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan  pengetahuan, wawasan, prosedur kerja dan kemampuan pegawai dalam mengatasi permasalahan tugas atau pekerjaan kantor.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 8 tentang  kemampuan para pegawai memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan tugas pekerjaan kantor, sebanyak 9 orang responden atau sebesar 18,0% memberikan jawaban cukup efektif, sebanyak 19 orang responden atau sebesar 38,0% memberikan jawaban efektif dan sebanyak 25 orang responden atau sebesar 50,0% memberikan jawaban sangat efektif.  Sedangkan tanggapan responden untuk pertanyaan nomo 9, apakah pegawai mampu menyelesaikan dua pekerjaan secara simultan atau bersamaan,   sebanyak 20 orang responden atau sebesar sebesar  40,0% menjawab sangat mampu, dan juga sebanyak 17 orang responden atau sebesar 34,0,0% memberikan jawaban mampu, sebanyak 13 orang responden atau sebesar 26,0% menjawab cukup mampu  pegawai memanfatkan waktu dua tugas pekerjaan secara bersamaan, hal ini menunjukkan  bahwa para pegawai mampu memanfaatkan waktu dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor, khususnya pekerjaan bidang pelayanan.

Salah satu penilaian efektivitas kerja seorang pegawai adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan sebelum atau tepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Seorang pegawai mempunyai kecepatan dan ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan proses pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga didukung oleh prinsip-prinsip dan parameter pelayanan publik, maka Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  dilaksanakan dengan prinsip yaitu: (a). Keterpaduan; (b). Ekonomis; (c). Koordinasi; (d). Pendelegasian atau pelimpahan wewenang; (e). Akuntabilitas; dan (f). Aksesibilitas.
Pembahasan analisa data penuliskan uraikan berkaitan dengan pengaruh manajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur. berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh   rhit = 0,612, ini berarti bahwa hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 50 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,279. atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,612 > rtab = 0,279. hal ini bermakna bahwa terdapat ada hubungan yang positif antara variabel  manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas kerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur,
Keeratan hubungan atau pengaruh variable menajemen perkantoran terhadap efektivitas pelayanan tersebut di atas juga didukung oleh perhitungan bahwa hasil uji-t adalah sebesar 4,623.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 4,623, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 4,623 > ttab = 1,701 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 48 (50 – 2 = 48). hal ini berarti bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivita pelayanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa manajemen perkantoran berpengaruh positif dan signifikan  terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur. 

Selanjutnya hasil perhitungan korelasi tersebut dibandingkan dengan tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi Product Moment, sebagaimana dimuat pada tiga sebelumnya, maka hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 0,799, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan.

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi diperoleh  R Square atau r2 sebesar 35%. berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran  terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 35%, dan sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Maknanya adalah bahwa sebesar 35% efektivitas pelayanan di pengaruhi oleh faktor manajemen pelayanan terdiri dari aspek perencanaan, pengorganisasian kerja, serta pengawasan dan evaluasi, dan sisanya sebesar 65%  efektivitas pelayanan dipengaruhi oleh faktor lainnya yang di ukur dalam penelitian ini. Aspek lain yang cukup menentukan efektivitas pelayanan antar lain berkaitan dengan aspek regulasi pelayanan, fasilitas pendukung dan teknologi, skill atau kemampuan sumberdaya aparatur dan aspek internal maupun eksternal lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perkantoran berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa dengan manajemen perkantoran yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan antara lain kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa akan tercapai efektivitas kerja pegawai.
Hal ini sesuai dengan konsep dan teori manajemen bahwa, manajemen perkantoran selalu terdapat fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.  Fungsi tersebut oleg George Terry seorang perintis manajemen, bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan atau kerjasama orang lain, dengan landasan standar operasional prosedur (SOP) sebagai instrument untuk dalam melaksanakan proses manajemen. Hal ini didukung oleh T. Hani Handoko mengatakan bahwa manajemen Perkantoran dapat dinyatakan sebagai kekuatan yang tidak berwujud, yang merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manusia, bahan-bahan, mesin-mesin, uang dan pasar-pasar dalam bidang pekerjaan kantor dan mengarahkan dan mengawasi aneka macam hal demikian rupa, hingga di capai sasaran organisasi.
Kesimpulan 

1. Manajemen perkantoran, dengan indikator penelitian perencanaan, pengorganisasian kerja dan pengawasan, evaluasi bagian dari fungsi administrasi dan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai dilihat dari aspek pencapaian tujuan dan sasaran, kemampuan pegawai serta pemanfaatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, khususnya bidang pelayanan. Efektivitas kerja pegawai juga didukung oleh faktor lainnya seperti aspek kepemimpinan, keputusan,
2. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diperoleh  rhit = 0,612, jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 50 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,279. atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,612 > rtab = 0,279. hal ini bermakna bahwa terdapat ada hubungan yang positif antara variabel  manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
3. Berdasarkan hasil perhitungan hasil uji-t sebesar 4,623. Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 4,623 > ttab = 1,676 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 48 (50 – 2 = 48).  Hal ini berarti bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa manajemen perkantoran berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
4. Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi terhadap koefisien korelasi Product Moment, berada pada interval 0,60 – 0,799, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel manajemen perkantoran dengan variabel efektivitas pelayanan  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
5. Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi diperoleh  R Square atau r2, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh manajemen perkantoran  terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 35%, dan sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.  Aspek lain yang cukup menentukan efektivitas pelayanan antar lain berkaitan dengan aspek regulasi pelayanan, fasilitas pendukung dan teknologi, skill atau kemampuan sumberdaya aparatur dan aspek internal maupun eksternal lainnya.
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